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I. UMUM 
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi bahwa keberadaan kuasa, 
izin, dan kontrak di bidang usaha panas bumi sebelum adanya Peraturan 
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 dinyatakan masih tetap berlaku 
sampai dengan masa  kuasa, izin, dan kontrak tersebut berakhir. 

 
Namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 59 
Tahun 2007 jika dalam batas waktu paling lambat sampai dengan 
tanggal 21 Oktober 2010 badan usaha yang bersangkutan belum 
melakukan kegiatan eksploitasi, wilayah kerjanya wajib dikembalikan 
kepada Pemerintah.  
 
Dalam kenyataanya, belum dilaksanakan kegiatan eksploitasi oleh badan 
usaha disebabkan oleh permasalahan birokrasi dalam penerbitan 
rekomendasi dan perizinan di bidang pengusahaan panas bumi sehingga 
badan usaha tidak dapat melaksanakan kegiatan eksploitasi sampai 
batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007. Hal ini dapat menganggu 
upaya Pemerintah menjamin ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan 
listrik masyarakat. 
 
Untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin ketersediaan dan 
terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat bagi badan usaha dipandang 
perlu untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan wilayah kerja, 
sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 86. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

Cukup jelas.  
 
Pasal II 

Cukup jelas. 
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